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Pemohon Uji Materi Aturan Jangka Waktu Putusan Pengadilan Perbaiki Permohonan

Jakarta, 17 Oktober 2017 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perihal pengujian Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [Pasal 53 ayat (5)] pada Selasa (17/10) pukul 11.00 WIB di
ruang sidang MK dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara
77/PUU-XV/2017 ini diajukan Richard Christoforus Massa. Norma yang diujikan, yaitu

Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014
(5) Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua
puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah mengalami kerugian dengan berlakunya ketentuan a quo. Hal tersebut
bermula ketika Pemohon yang merupakan Direktur Utama PT Nusantara Ragawisata sejak tahun 2003 telah
menghadapi gugatan terkait asset PT Nusantara Ragawisata, terutama asset lahan SHGB No. 74/Ungasan dan
SHGB No. 72/Ungasan yang telah dimenangkan oleh PT Nusantara Ragawisata dengan putusan-putusan pengadilan
memutuskan lahan SHGB No. 74/Ungasan dan SHGB No. 72/Ungasan sebagai milik PT Nusantara Ragawisata.
Namun, ketentuan a quo telah menutup hak Pemohon sebagai Pihak Terkait atau Tergugat Il Intervensi dalam
pemeriksaan permohonan Fiktif Positif yang diajukan PT Knightbright Luxury.

Menurut Pemohon, jika PTUN Denpasar yang memeriksa permohoan Fiktif Positif a quo memberikan kesempatan
Pemohon untuk didengar sebagai Tergugat Il Intervensi, Pemohon dapat memberikan penjelasan terkait status hukum
kedua lahan tersebut. Selain itu, Pemohon juga dapat mempertahankan harta benda yang berada dibawah
kekuasaannya dan hak milik pribadi. Pemohon juga menilai, dengan PTUN Denpasar tidak memberikan kesempatan
menjadi pihak dalam perkara permohohan Fiktif Positif tersebut dengan alasan UU a quo tidak mengatur masuknya
Pihak Terkait dalam pemeriksaan permohonan Fiktif Positif.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon yang diwakili Kuasa hukum, Muhammad Asrun menyampaikan pada
majelis hakim, Rabu (4/10), untuk menyatakan Pasal 53 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “Pengadilan wajib memutuskan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan” tidak
dimaknai sebagai “Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21
(dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan, setelah mendengar keterangan pihak terkait”.

Menanggapi dalil-dalii Pemohon, Hakim Konstitusi Suhartoyo meminta Pemohon untuk mennyederhanakan
permohonannya dan memperjelas kerugian konstitusionalnya. Sedangkan Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
selaku Ketua Panel Hakim meminta Pemohon untuk menegaskan kedudukan hukumnya. (Annisa L.)
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